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ABSTRAK 

 

 

PERAN KEPEMIMPINAN DIGITAL DALAM PEMANFAATAN 

APLIKASI SRIKANDI SEBAGAI BAGIAN DARI IMPLEMENTASI 

E- GOVERNMENT 

(Studi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung) 

 

 

Oleh 

ANGELINA OKTAVIANA 

 

 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) mewajibkan instansi pemerintah menerapkan sistem 

administrasi berbasis digital, termasuk melalui aplikasi SRIKANDI. Namun, 

implementasinya di BPSDM Provinsi Lampung belum optimal karena masih 

terdapat kombinasi sistem manual dan digital dalam pengelolaan persuratan. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepemimpinan digital dalam 

pemanfaatan aplikasi SRIKANDI. Penelitian ini menggunakan teori digital 

leadership oleh George Westerman yang meliputi digital vision, digital 

competence, digital transformation management, dan employee engagement, 

dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan telah 

mendorong pemanfaatan aplikasi SRIKANDI melalui kebijakan formal dan 

pendampingan teknis. Digital vision sudah berjalan karena pimpinan telah 

memasukkan agenda digitalisasi ke dalam Renstra serta mendukung implementasi 

SRIKANDI melalui kebijakan dan arahan organisasi. Digital transformation 

management juga telah berjalan melalui pengaturan sistem kerja berupa penunjukan 

pengelola aplikasi, serta pelaksanaan pendampingan teknis. Namun, digital 

competence belum optimal karena keterbatasan kemampuan teknis pegawai, dan 

employee engagement masih rendah akibat kurangnya keterlibatan pegawai. 

Dengan demikian, pemimpin digital dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di 

BPSDM Provinsi Lampung sudah berjalan, namun belum optimal. .  

 

Kata Kunci: Peran Kepemimpinan Digital, Pemanfaatan SRIKANDI, SPBE, E- 

Government, BPSDM Provinsi Lampung.



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE ROLE OF DIGITAL LEADERSHIP IN UTILIZING THE SRIKANDI 

APPLICATION AS PART OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION 

(Study at the Lampung Province Human Resources Development Agency) 

 

 

By 

ANGELINA OKTAVIANA 

 

 

Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based 

Government System (SPBE) requires government institutions to implement digital-

based administrative systems, including through the SRIKANDI application. 

However, its implementation at the Human Resource Development Agency 

(BPSDM) of Lampung Province has not been optimal, as there is still a combination 

of manual and digital systems in managing correspondence. This study aims to 

analyze the role of digital leadership in the utilization of the SRIKANDI application. 

This research employs the digital leadership theory proposed by George 

Westerman, which includes digital vision, digital competence, digital 

transformation management, and employee engagement, using a descriptive 

qualitative method through interviews, observations, and documentation. The 

results show that leadership has encouraged the use of the SRIKANDI application 

through formal policies and technical assistance. Digital vision has been 

implemented, as leaders have incorporated digitalization into the strategic plan and 

supported the implementation of SRIKANDI through organizational policies and 

directives. Digital transformation management has also been implemented through 

the structuring of work systems, including the appointment of application 

administrators, and the provision of technical assistance. However, digital 

competence remains suboptimal due to limited technical capabilities of employees, 

and employee engagement is still low due to the lack of employee involvement. 

Therefore, digital leadership in the utilization of the SRIKANDI application at 

BPSDM Lampung Province can be considered to have been implemented, but not 

yet optimal. 

 
Keywords: Role of Digital Leadership, SRIKANDI Utilization, SPBE, E-

Government, Human Resource Development Agency of Lampung Province. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Era global saat ini dikenal dengan istilah VUCA (Volatility, Uncertainty, 

Complexity, and Ambiguity), yaitu suatu kondisi yang ditandai oleh 

ketidakpastian, perubahan yang cepat, kompleksitas persoalan, serta ambiguitas 

dalam pengambilan keputusan. Dao (2023) menyatakan dalam menghadapi era 

VUCA ini, organisasi, termasuk instansi pemerintahan, dituntut untuk mampu 

beradaptasi secara cepat dan fleksibel terhadap segala bentuk perubahan, 

khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini 

keterlibatan pegawai dalam proses pengambilan keputusan menjadi faktor penting 

dalam meningkatkan komitmen pemimpin terhadap tujuan organisasi dan 

keberhasilan dalam transformasi digital. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

kinerja pegawai adalah kepemimpinan, Kepemimpinan mempunyai kedudukan 

yang besar dalam bawa organisasi publik mengarahkan serta membawakan 

kepada pencapaian tujuan organisasinya (Cahyarini, 2021). 

 

Dalam konteks digitalisasi, kepemimpinan digital dapat dipahami sebagai gaya 

kepemimpinan yang mengandalkan teknologi digital dalam proses mengelola 

sekaligus memimpin organisasi. Pendekatan ini mencakup pemanfaatan berbagai 

perangkat dan platform digital untuk melakukan koordinasi tim, mengatur 

jalannya proyek, serta mendorong terciptanya inovasi. Peran kepemimpinan 

digital semakin krusial seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan 

transformasi digital yang memengaruhi pola kerja organisasi maupun cara dunia 

usaha beroperasi (Wujarso et al., 2023). 
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Dalam konteks birokrasi, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana para 

pemimpin di lingkungan pemerintahan mampu memanfaatkan teknologi digital 

secara optimal untuk mendukung kinerja organisasi dan mendorong terciptanya 

pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan 

teknologi dalam sektor publik tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi 

suatu kebutuhan strategis dalam menghadapi dinamika lingkungan yang serba 

cepat dan kompleks. Wujarso et al., (2023) menyatakan kepemimpinan dalam era 

digital menuntut lebih dari sekadar pemahaman teknis, ia menuntut transformasi 

paradigma dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, hingga 

pelaksanaan program kerja.  

 

Digital leadership yang efektif mampu mendorong perubahan budaya organisasi 

dari yang bersifat birokratis dan hirarkis menjadi lebih agile, kolaboratif, dan 

berbasis data, pemimpin birokrasi perlu mengedepankan kemampuan untuk 

mentransformasikan visi digital menjadi tindakan nyata. Sebagai bentuk respon 

terhadap tuntutan transformasi digital di sektor pemerintahan, pemerintah pusat 

telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE bertujuan untuk membangun 

tata kelola pemerintahan digital yang terpadu dan terintegrasi guna mendukung 

pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan efisien. Dalam 

pelaksanaannya, SPBE mewajibkan seluruh instansi pemerintah, baik di pusat 

maupun di daerah, untuk menggunakan aplikasi-aplikasi umum yang bersifat 

wajib seperti SIPD, SP4N/LAPOR, SIASN, LPSE, SAKTI, E-SAKIP, termasuk 

SRIKANDI di bidang pengelolaan arsip. (Devina et al., 2024). 

 

Di bidang kearsipan, kewajiban untuk menggunakan sistem digital ditegaskan 

melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB) Nomor 679 Tahun 2020, yang secara resmi menetapkan 

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai aplikasi 

umum wajib nasional dalam pengelolaan arsip dinamis pada seluruh instansi 

pemerintahan. SRIKANDI merupakan aplikasi umum yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah, SRIKANDI dibangun bersama Kementrian PAN-RB, ANRI, BSSN 

dan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk memenuhi 
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kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online serta 

terintegrasi (Sari, 2025). 

 

Aplikasi SRIKANDI adalah platform umum dalam bidang kearsipan yang 

dirancang untuk mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan 

secara elektronik. Aplikasi ini ditujukan bagi seluruh instansi, baik di tingkat 

pusat maupun daerah. Diharapkan bahwa dengan diimplementasikannya 

SRIKANDI, setiap Kementerian, Lembaga, maupun instansi pemerintah akan 

meningkatkan mutu dan akuntabilitas pengelolaan arsip, sehingga berperan 

sebagai memori kolektif bangsa. Penggunaan teknologi digital memungkinkan 

sistem pencatatan arsip yang lebih rapi serta mempermudah koordinasi antar- 

instansi pemerintah (Ditjen, 2023). Dalam penerapannya, Aplikasi SRIKANDI 

dirancang untuk mempermudah layanan administrasi kearsipan pemerintah agar 

menjadi lebih dinamis, handal, dan berkualitas. Selama ini, proses seperti surat- 

menyurat sering kali berjalan lambat, sulit dilacak, dan tidak efisien. Dengan 

hadirnya Aplikasi SRIKANDI, diharapkan dapat menjadi respons terhadap 

tantangan tersebut (Alamanda, 2024). 

 

Penerapan Srikandi menjadi komponen penting dalam mendukung implementasi 

SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan mewujudkan pemerintahan 

yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di 

Provinsi Lampung, implementasi SRIKANDI didukung oleh regulasi daerah, 

seperti Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Kearsipan dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 

Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik. Dalam 

upaya percepatan implementasi digitalisasi kearsipan di daerah, Gubernur 

Lampung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2025 tentang 

Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi 

(SRIKANDI). Surat edaran ini mewajibkan seluruh perangkat daerah di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengimplementasikan aplikasi 

SRIKANDI secara menyeluruh sebagai sistem pengelolaan arsip dinamis berbasis 

elektronik. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi 

Lampung dalam mendorong modernisasi tata kelola kearsipan, serta memastikan 
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penyelenggaraan kearsipan yang tertib, efisien, dan terintegrasi sesuai standar 

nasional. Penerapan aplikasi SRIKANDI di Provinsi Lampung tidak lagi bersifat 

imbauan, melainkan sudah menjadi kewajiban formal yang diatur secara resmi 

melalui surat edaran gubernur. 

 

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung digital di lingkungan pemerintahan 

daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi 

Lampung juga telah memasukkan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis 

teknologi informasi ke dalam dokumen perencanaan strategis. Berdasarkan 

Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Provinsi Lampung Tahun 2025–2029, 

khususnya pada Bab II halaman 21, tercantum arah kebijakan berupa penguatan 

tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi melalui program 

Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan. Program 

tersebut memiliki indikator kinerja berupa implementasi aplikasi e-government, 

yang secara langsung mencerminkan upaya organisasi dalam mengadopsi sistem 

administrasi berbasis digital. 

 

Keberadaan program pengembangan e-government dalam dokumen Renstra 

tersebut menunjukkan bahwa perubahan digital bukan hanya menjadi tuntutan 

eksternal akibat kebijakan nasional seperti SPBE, tetapi juga telah menjadi bagian 

dari visi dan arah kebijakan internal organisasi. Dengan demikian, hal ini dapat 

diartikan bahwa pimpinan organisasi telah memiliki orientasi dan komitmen 

terhadap penerapan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan. Kondisi ini 

sekaligus mencerminkan adanya indikasi penerapan kepemimpinan digital (digital 

leadership), di mana pemimpin tidak hanya merespon perubahan, tetapi juga 

secara strategis memasukkan agenda digitalisasi ke dalam perencanaan organisasi. 

 

Namun demikian, meskipun secara perencanaan telah menunjukkan adanya arah 

kebijakan menuju digitalisasi, implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya 

optimal, khususnya dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di BPSDM Provinsi 

Lampung, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan aplikasi 

SRIKANDI di Provinsi Lampung secara umum masih menghadapi berbagai 

hambatan, baik dari aspek, manajerial, maupun kesiapan sumber daya manusia. 
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Meskipun secara regulasi telah diwajibkan melalui Surat Edaran Gubernur 

Lampung Nomor 80 Tahun 2025, implementasi di tingkat perangkat daerah belum 

sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terungkap dalam hasil evaluasi yang 

disampaikan oleh Direktorat Kearsipan Daerah II ANRI dalam kegiatan 

Bimbingan Konsultasi Pemantapan Implementasi Aplikasi SRIKANDI secara 

daring (Zoom) pada tanggal 20 Februari 2025. Informasi ini diperkuat melalui 

hasil wawancara dengan (Irvan Azhari Solong, S.H.,), selaku Fungsional Arsiparis 

Ahli Muda Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Lampung, yang turut 

hadir dalam kegiatan evaluasi daring tersebut. 

 

Dalam kegiatan evaluasi tersebut, disebutkan bahwa sebagian besar OPD di 

Provinsi Lampung masih mencatatkan jumlah transaksi dokumen di bawah 100 

dokumen. Namun perlu ditegaskan bahwa angka “100 dokumen” tersebut belum 

memiliki dasar regulasi yang secara resmi ditetapkan oleh ANRI. Angka tersebut 

lebih bersifat sebagai indikator operasional yang digunakan dalam praktik 

pemantauan dan instrumen evaluasi pada saat kegiatan evaluasi daring (Zoom) 

berlangsung, untuk melihat tingkat aktivitas penggunaan aplikasi SRIKANDI di 

setiap perangkat daerah. Dengan kata lain, angka ini digunakan sebagai tolok ukur 

sementara dalam konteks monitoring implementasi, yang berasal dari praktik 

pemantauan atau instrument evaluasi operasional yang digunakan oleh ANRI. 

 

Berdasarkan evaluasi tersebut, Provinsi Lampung ditetapkan masuk dalam 

kategori zona merah, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi SRIKANDI 

di lingkungan pemerintah daerah masih sangat rendah. Penetapan zona merah ini 

dilakukan berdasarkan data transaksi dokumen elektronik melalui aplikasi 

SRIKANDI di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menunjukkan 

bahwa sebagian besar OPD di Provinsi Lampung masih mencatatkan jumlah 

transaksi di bawah 100 dokumen surat. Dari total 36 OPD yang ada, hanya 6 OPD 

yang tercatat telah berhasil mencatatkan transaksi lebih dari 100 dokumen melalui 

aplikasi SRIKANDI yaitu, Dinas pertenakan dan kesehatan hewan Provinsi 

Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Lampung, Dinas Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, dan Daerah Provinsi Lampung. 
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Sementara 30 OPD lainnya, termasuk Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, masih mencatatkan transaksi di bawah 100 

dokumen. Informasi ini diperkuat melalui hasil wawancara dengan (Irvan Azhari 

Solong, S.H.,), selaku Fungsional Arsiparis Ahli Muda Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Provinsi Lampung, yang turut hadir dalam kegiatan evaluasi daring 

tersebut. 

 

Hal ini disebabkan hingga waktu evaluasi pada Februari 2025, BPSDM belum 

melakukan transaksi pengelolaan arsip dinamis melalui aplikasi SRIKANDI. 

Kondisi tersebut terjadi karena proses implementasi aplikasi SRIKANDI di 

BPSDM baru dimulai pada bulan Juni 2025, sehingga seluruh aktivitas 

pengelolaan arsip dan surat keluar hingga awal tahun 2025 masih dilakukan secara 

manual. Meskipun demikian, dalam agregat penilaian Provinsi Lampung oleh 

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Lampung tetap tercatat sebagai salah satu 

perangkat daerah yang belum aktif menggunakan aplikasi SRIKANDI, sehingga 

turut berkontribusi terhadap rendahnya peringkat Provinsi Lampung dalam 

penilaian nasional. 

 

Berdasarkan data hasil rekapitulasi pengelolaan surat keluar selama Januari 

hingga Desember 2025, BPSDM mencatat total 907 surat keluar, yang terdiri atas: 

1. Jumlah surat yang diproses via aplikasi SRIKANDI: 204 surat 

2. Jumlah surat yang masih diproses secara manual: 704 surat 

3. Persentase penggunaan SRIKANDI: hanya sekitar 22,5% 

4. Persentase manual: masih dominan sekitar 77,5% 

 

Data Pemanfaatan SRIKANDI di BPSDM Provinsi Lampung (Januari–Desember 

2025) Berdasarkan hasil rekapitulasi pengelolaan surat keluar BPSDM Provinsi 

Lampung pada periode Januari–Desember 2025, diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 1. Rekapitulasi Surat Keluar per bulan Januari- Desember 
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Bulan Surat Via 

Srikandi 

Surat 

Manual 

Total Presentase 

Srikandi 

(%) 

Presentase 

Manual (%) 

Januari 2025 0 Surat 79 Surat 79 Surat 0,0% surat 100,0% surat 

Febuari 2025 0 Surat 64 Surat 64 Surat 0,0% surat 100,0% surat 

Maret 2025 0 Surat 51 Surat 51 Surat 0,0% surat 100,0% surat 

April 2025 0 Surat 54 Surat 54 Surat 0,0% surat 100,0% surat 

Mei 2025 1 surat 106 Surat 107 Surat 0,9% surat 99,1% surat 

Juni 2025 11 Surat 104 Surat 115 Surat 9,6% surat 90,4% surat 

Juli 2025 65 Surat 46 Surat 111 Surat 58,6% surat 41,6% surat 

Agustus 2025 27 Surat 54 Surat 81 Surat 33,3% Surat 66,7% Surat 

September 2025 35 Surat 44 Surat 79 Surat 44,3% Surat 55,7% Surat 

Oktober 2025 28 Surat 48 Surat 76 Surat 36,8% Surat 63,2% Surat 

November 2025 25 Surat 33 Surat 58 Surat 43,1% Surat 56,9% Surat 

Desember 2025 12 Surat 20 Surat 32 Surat 37,5% Surat 62,5% Surat 

Total 204 703 907 22,5% 77,5% 

Sumber: rekapitulasi Buku Surat Keluar (manual) dan data Surat Keluar pada 

Aplikasi SRIKANDI BPSDM Provinsi Lampung. 

 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Surat Keluar per Bidang Januari-Desember 
 

 

Bidang Surat Via 

Srikandi 

Surat 

Manual 

Total 

Surat 

% 

Srikandi 

% 

Manual 

Subbagian 

Umum 

98 surat 417 surat 515 surat 19,0% 81,0% 

PKTUF 22 surat 18 surat 40 surat 55,0 % 45,0% 

PKM 21 surat 114 surat 135 surat 15,6 % 84,4% 

SKPK 12 surat 33 surat 45 surat 26,7% 73,3% 

PKTI 43 surat 57 surat 100 surat 43, 0 % 57,0 % 

Keuangan 8 surat 64 surat 72 surat 11,1% 88,9% 

Total 

Keseluruhan 

204 surat 703 surat 907 surat 22,5% 77,5 % 

Sumber: rekapitulasi Buku Surat Keluar (manual) dan data Surat Keluar pada 

Aplikasi SRIKANDI BPSDM Provinsi Lampung 
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Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa selama lima bulan pertama, yaitu Januari 

hingga Mei 2025, BPSDM Provinsi Lampung belum memanfaatkan aplikasi 

SRIKANDI sama sekali, sehingga seluruh surat keluar masih diproses secara 

manual (100%). Pemanfaatan aplikasi SRIKANDI baru mulai terlihat pada Juni 

2025 dengan persentase sebesar 9,6%, kemudian mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan pada Juli 2025 hingga mencapai 58,6%. Pada bulan-bulan 

berikutnya, penggunaan aplikasi SRIKANDI relatif berfluktuasi namun tetap 

menunjukkan keberlanjutan, yakni Agustus (33,3%), September (44,3%), Oktober 

(36,8%), November (43,1%), dan Desember (37,5%). Meskipun demikian, secara 

akumulatif hingga akhir tahun 2025, tingkat pemanfaatan aplikasi SRIKANDI 

masih tergolong rendah, yaitu hanya 22,5%, sedangkan pengelolaan surat secara 

manual masih mendominasi sebesar 77,5%. 

Jika dilihat pada Tabel 2, terdapat perbedaan tingkat pemanfaatan aplikasi 

SRIKANDI antarbidang di BPSDM Provinsi Lampung. Bidang PKTUF (55,0%) 

dan PKTI (43,0%) menunjukkan tingkat penggunaan yang relatif lebih tinggi 

dibandingkan bidang lainnya. Sebaliknya, bidang PKM (15,6%) dan Keuangan 

(11,1%) masih menunjukkan tingkat pemanfaatan yang rendah dan cenderung 

bergantung pada proses manual. Bidang SKPK berada pada kategori menengah 

dengan persentase penggunaan sebesar 26,7%, meskipun secara jumlah surat 

relatif terbatas. Sementara itu, Subbagian Umum menjadi bidang dengan volume 

surat keluar terbesar, yaitu 515 surat, namun persentase penggunaan aplikasi 

SRIKANDI masih rendah (19,0%), sehingga kontribusinya terhadap upaya 

digitalisasi arsip secara keseluruhan masih belum optimal. Secara keseluruhan, 

dari 907 surat keluar yang diproduksi selama periode Januari hingga Desember 

2025, hanya 204 surat (22,5%) yang telah diproses melalui aplikasi SRIKANDI, 

sedangkan 703 surat (77,5%) masih dikelola secara manual. 

Rendahnya angka transaksi SRIKANDI ini menunjukkan bahwa proses 

digitalisasi arsip belum berjalan efektif di Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Lampung. Bahkan hingga bulan Mei 2025, seluruh surat 

keluar (100%) masih diproses secara manual. Baru pada bulan Juni dan Juli mulai 

terdapat peningkatan pemanfaatan aplikasi SRIKANDI, namun realisasinya masih 
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belum memenuhi standar minimal nasional, yakni target 100 transaksi per 

perangkat daerah, fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara 

ekspektasi transformasi digital dengan hasil aktual yang dicapai. 

Sebagai langkah tindak lanjut atas rendahnya pemanfaatan aplikasi SRIKANDI, 

pada bulan Juni 2025 dilaksanakan kegiatan pendampingan penerapan aplikasi 

SRIKANDI oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung guna 

mendukung implementasi sistem kearsipan digital di BPSDM Provinsi Lampung. 

Pendampingan ini dibuktikan dengan adanya Surat Tugas Kepala BPSDM 

Provinsi Lampung Nomor: 000.5.3/864/VI.05/2025 tanggal 12 Juni 2025, yang 

menugaskan sejumlah aparatur BPSDM untuk mengikuti kegiatan pendampingan 

Aplikasi SRIKANDI yang dilaksanakan pada 13 Juni 2025 di Kantor Arsip Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. 

Kegiatan pendampingan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman 

aparatur terhadap sistem kearsipan digital, memberikan asistensi teknis 

penggunaan aplikasi SRIKANDI, serta mendorong percepatan implementasi 

aplikasi sebagai bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE). Langkah ini menunjukkan adanya komitmen dan keseriusan pemerintah 

daerah dalam mendukung transformasi digital melalui peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia dan penguatan pengawasan terhadap penerapan sistem 

kearsipan elektronik. Meskipun demikian, keberadaan pendampingan tersebut 

belum sepenuhnya mampu menutup kesenjangan yang terjadi antara kebijakan 

dan praktik di lapangan. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan besar 

dalam memastikan seluruh pegawai benar-benar memahami, menguasai, dan 

menerapkan sistem digital secara konsisten. Dengan kata lain, keberhasilan 

implementasi aplikasi SRIKANDI tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi 

dan dukungan pelatihan, tetapi juga oleh peran kepemimpinan digital (digital 

leadership) dalam mengarahkan, mengontrol, serta menanamkan budaya kerja 

berbasis teknologi di lingkungan organisasi. 

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan besar antara kebijakan 

yang mewajibkan penggunaan SRIKANDI dan pelaksanaan di lapangan. Faktor 

penyebabnya tidak hanya terletak pada aspek teknis atau keterbatasan SDM, tetapi 
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juga berhubungan dengan peran kepemimpinan digital (digital leadership) dalam 

mendorong, mengarahkan, dan memastikan transformasi digital berjalan optimal 

(Susarianto, 2024). Minimnya pemanfaatan aplikasi selama periode awal dapat 

mencerminkan lemahnya koordinasi lintas bidang, kurangnya monitoring, dan 

belum maksimalnya internalisasi visi digital oleh pimpinan. Dalam konteks ini, 

dibutuhkan sinergi lintas bidang di lingkungan BPSDM Provinsi Lampung, serta 

penguatan fungsi kontrol dan arah kebijakan dari pimpinan organisasi. Komitmen 

pimpinan menjadi faktor utama dalam mendorong optimalisasi penggunaan 

aplikasi SRIKANDI. Komitmen tersebut hanya dapat berkembang apabila 

pimpinan memiliki kesadaran (awareness) dan kepekaan terhadap pentingnya 

digitalisasi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Di sinilah peran digital 

leadership menjadi sangat krusial dalam menggerakkan perubahan secara 

menyeluruh dan berkelanjutan (Susarianto, 2024). 

Dalam era transformasi digital sektor publik, pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang modern, efisien, dan transparan (Rahmadi, 2025). Aplikasi Sistem Informasi 

Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) merupakan salah satu bentuk 

inovasi pemerintah dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 

2018. Namun, keberhasilan implementasi aplikasi digital seperti SRIKANDI tidak 

semata-mata ditentukan oleh ketersediaan sistem dan infrastruktur, melainkan 

juga sangat bergantung pada peran kepemimpinan digital (digital leadership) 

dalam mengarahkan perubahan, membangun budaya digital, serta menggerakkan 

sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dan berinovasi di era teknologi 

(Tulungan et al., 2022). Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap digital 

leadership menjadi krusial dalam mendukung keberlanjutan dan efektivitas 

transformasi digital di instansi pemerintah. 

Kepemimpinan digital tidak hanya berfungsi sebagai penggerak teknis perubahan, 

tetapi juga sebagai katalis utama dalam membentuk visi organisasi, membangun 

budaya digital, serta mengarahkan pegawai dalam menghadapi perubahan berbasis 

teknologi (Wujarso et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk 
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mengisi celah tersebut dengan mengadopsi skala kepemimpinan digital dan 

mengkaji bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat pemanfaatan aplikasi 

SRIKANDI. Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor mediasi berupa 

kesiapan digital pegawai serta faktor moderasi seperti komitmen pimpinan dan 

dukungan infrastruktur, agar dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas transformasi digital di sektor 

publik.Dalam konteks pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di BPSDM Provinsi 

Lampung, kepemimpinan digital diyakini berperan penting dalam mengarahkan 

perubahan dari sistem manual menuju sistem kearsipan elektronik, memastikan 

pegawai memiliki kesiapan digital, dan membangun komitmen bersama untuk 

menjalankan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Sebagai landasan dalam mengidentifikasi permasalahan serta posisi penelitian ini, 

beberapa studi terdahulu telah dilakukan terkait implementasi dan pemanfaatan 

aplikasi SRIKANDI di berbagai instansi pemerintahan. Berikut ini disajikan lima 

penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi pijakan awal dalam menyusun 

penelitian ini: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto Wujarso, Bayu Seno Pitoyo, dan Roy 

Prakoso (2023) yang berjudul “Peran Kepemimpinan Digital dalam Era 

Digital” menjelaskan bahwa kepemimpinan digital berperan penting dalam 

meningkatkan efektivitas dan daya saing organisasi di tengah perkembangan 

teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang memiliki visi 

digital, kemampuan mengelola perubahan, dan literasi teknologi mampu 

mendorong transformasi organisasi menuju arah yang lebih inovatif dan 

adaptif. Kelebihan penelitian ini adalah memberikan gambaran komprehensif 

mengenai peran strategis kepemimpinan digital dalam menghadapi tantangan era 

disrupsi. Kekurangannya, penelitian ini masih bersifat konseptual dan belum secara 

spesifik meneliti penerapan kepemimpinan digital dalam sektor pemerintahan. 

Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian saya 

menitikberatkan pada praktik kepemimpinan digital dalam mendorong pemanfaatan 

aplikasi SRIKANDI di lingkungan BPSDM Provinsi Lampung. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Melliasari, Isa Dwiyono, Purwadhi, dan 

Yani Restiani Widjaya (2024) yang berjudul “Digital Leadership Skill dan 
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Peranannya bagi Kepemimpinan Institusi Pelayanan Kesehatan di Era 

Digital” membahas bagaimana keterampilan kepemimpinan digital 

berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan organisasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan pemimpin dalam memahami teknologi, 

membangun budaya inovatif, dan memimpin tim virtual menjadi faktor utama 

keberhasilan transformasi digital di institusi pelayanan kesehatan. Kelebihan 

penelitian ini adalah menyoroti pentingnya keterampilan digital yang spesifik 

dalam meningkatkan kinerja organisasi berbasis layanan publik. 

Kekurangannya, penelitian ini bersifat tinjauan pustaka dan belum 

menyajikan data empiris dari praktik kepemimpinan digital di lapangan. 

Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada pendekatan dan konteks; 

penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada 

instansi pemerintahan daerah yang menerapkan sistem e-government melalui 

aplikasi SRIKANDI. 

3. Penelitian Novie Indrawati Sagita Malvie Prathama (2020) yang berjudul 

“Kepemimpinan Bupati dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (Studi pada Program E-SAKIP Desa di Kabupaten Sumedang 

Tahun 2020)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Bupati 

memiliki peran strategis dalam keberhasilan program melalui visi yang jelas, 

penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, dan penyediaan infrastruktur 

pendukung. Kelebihan penelitian ini adalah memberikan gambaran detail 

praktik kepemimpinan kepala daerah dalam mengimplementasikan kebijakan 

berbasis digital di tingkat desa. Kekurangannya, penelitian ini hanya berfokus 

pada program E-SAKIP Desa dan belum mengkaji aplikasi e-government lain 

seperti SRIKANDI. Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada objek 

kajian; penelitian ini membahas kepemimpinan kepala daerah pada program 

E-SAKIP 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rranba dan Adra (2023) yang berjudul “Peran 

Kepemimpinan Digital dalam Meningkatkan Efektivitas Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bangka” 

menunjukkan bahwa kepemimpinan digital berperan signifikan dalam 

mempercepat penerapan SPBE melalui visi digital yang jelas, pemberdayaan 
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pegawai, dan optimalisasi infrastruktur teknologi. Faktor pendukungnya 

meliputi komitmen pimpinan, regulasi, serta ketersediaan sarana prasarana, 

sedangkan hambatannya adalah keterbatasan SDM digital dan resistensi 

terhadap perubahan. Penelitian ini relevan karena sama-sama mengkaji peran 

kepemimpinan digital di sektor publik, namun berbeda fokus. Rranba & Adra 

membahas SPBE secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan 

pada pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di BPSDM Provinsi Lampung. 

Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah kajian sebelumnya dengan 

melihat pengaruh kepemimpinan digital terhadap penggunaan aplikasi e- 

government spesifik. 

5. Penelitian Nurul Khaira (2024) yang berjudul “Peran Literasi Digital dan 

Kepemimpinan Digital terhadap Kinerja Karyawan: Studi Kasus Generasi 

Milenial dan Z di GoTo Group” menunjukkan bahwa kepemimpinan digital 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan di 

perusahaan digital. Hasil penelitian juga menemukan bahwa budaya digital 

belum mampu memoderasi hubungan antara kepemimpinan digital dan 

kinerja, sehingga menegaskan pentingnya peran aktif pemimpin dalam 

mengoptimalkan teknologi dan komunikasi digital di organisasi. Kelebihan 

penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis 

yang kuat untuk menunjukkan hubungan antarvariabel. Kekurangannya, 

penelitian ini berfokus pada sektor swasta dan generasi milenial, sehingga 

belum  menggambarkan  dinamika  kepemimpinan  digital  di  sektor 

pemerintahan. Perbedaan dengan penelitian saya adalah pada objek dan 

pendekatan; penelitian saya berfokus pada pemimpin instansi pemerintahan 

daerah serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam 

bagaimana kepemimpinan digital berperan dalam efektivitas pemanfaatan 

aplikasi SRIKANDI. 

Secara keseluruhan, kelima penelitian terdahulu memberikan kontribusi yang 

penting dalam memperkaya pemahaman mengenai kepemimpinan digital, baik 

dari aspek kompetensi pemimpin, pengaruh terhadap kinerja, maupun perannya 

dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor. Namun demikian, 

mayoritas penelitian tersebut masih berfokus pada konteks umum organisasi atau 
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sektor swasta, dan belum secara spesifik meneliti penerapan kepemimpinan 

digital dalam pemanfaatan sistem e-government di instansi pemerintahan. Dengan 

demikian, masih terdapat ruang penelitian yang belum banyak dieksplorasi, yaitu 

kajian mengenai bagaimana peran kepemimpinan digital memengaruhi 

keberhasilan implementasi aplikasi SRIKANDI di lingkungan pemerintah daerah. 

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menjadikan digital 

leadership sebagai variabel utama yang dikaji. Penelitian ini akan menganalisis 

secara mendalam bagaimana bentuk, strategi, dan pengaruh kepemimpinan digital 

terhadap tingkat pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, termasuk faktor pendukung 

dan penghambatnya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian 

kepemimpinan digital di sektor publik, serta kontribusi praktis berupa 

rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi transformasi digital, 

khususnya dalam bidang kearsipan elektronik di lingkungan pemerintah daerah. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian dengan judul “Peran Kepemimpinan 

Digital dalam Pemanfaatan Aplikasi Srikandi sebagai Bagian dari Implementasi 

E-Government: Studi di BPSDM Provinsi Lampung” menjadi penting untuk 

dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran pimpinan 

dalam memimpin proses transformasi digital khususnya dalam pemanfaatan 

aplikasi Srikandi, serta menggali strategi penguatan digital leadership dalam 

birokrasi guna mewujudkan implementasi e-government yang optimal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana peran digital leadrship dalam mendorong 

pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Lampung?. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini 

untuk menganalisis peran digital leadership dalam mendorong pemanfaatan 

aplikasi SRIKANDI di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Lampung, dengan menelaah bagaimana gaya kepemimpinan digital 

memengaruhi kesiapan organisasi dalam melakukan transformasi digital, 

membentuk budaya kerja berbasis teknologi, serta mendorong penggunaan sistem 

administrasi kearsipan secara elektronik sesuai dengan kebijakan SPBE yang 

berlaku. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang 

manajemen digital dan kepemimpinan digital di sektor pemerintahan. 

Penelitian ini juga memperkaya kajian tentang kepemimpinan digital sebagai 

variabel penting dalam keberhasilan implementasi e-government. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi: Penelitian ini dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dan pengambil kebijakan di 

BPSDM Provinsi Lampung maupun instansi pemerintah lainnya dalam 

mengoptimalkan peran kepemimpinan digital untuk mendukung transformasi 

sistem administrasi melalui aplikasi SRIKANDI. Hasil penelitian juga dapat 

dijadikan rujukan dalam merumuskan strategi peningkatan kompetensi 

pimpinan dan pegawai dalam penggunaan teknologi informasi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peran 

 

Secara etimologi, kata peran berasal dari istilah role dalam bahasa Inggris yang 

berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan oleh seseorang dalam kehidupan 

sosial. Dalam kajian sosiologi dan ilmu administrasi, istilah "peran" dan "peranan" 

seringkali digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari, namun 

keduanya memiliki perbedaan makna yang perlu dipahami secara akademis. Peran 

(role) merujuk pada seperangkat harapan, norma, dan ekspektasi sosial yang 

melekat pada seseorang yang menempati posisi atau status tertentu dalam suatu 

sistem sosial, sedangkan peranan lebih mengacu pada tindakan nyata atau 

pelaksanaan aktual dari peran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata 

lain, peran adalah "apa yang seharusnya dilakukan," sementara peranan adalah 

"apa yang sesungguhnya dilakukan" oleh pemegang posisi tersebut (Muallif, 

2024). 

Secara konseptual, peran adalah suatu konsep yang digunakan oleh setiap orang 

yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk bertindak 

sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Peran adalah sesuatu yang 

dikerjakan atau dijalankan, yaitu tugas atau tanggung jawab seseorang dalam 

suatu organisasi atau tempat kerja. Ketika peran didefinisikan sebagai seperangkat 

perilaku yang diharapkan untuk memenuhi hak dan tanggung jawab posisinya, 

maka orang tersebut dapat memenuhi peran tersebut (Tidangen et al., 2020). 

Definisi ini menegaskan bahwa peran bukan sekadar jabatan atau posisi formal, 

melainkan juga mencakup ekspektasi perilaku nyata yang harus diwujudkan oleh 

pemegang posisi tersebut dalam interaksi sosial dan organisasional sehari-hari. 
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Suharto (dalam Setiawan et al., 2023) mengemukakan beberapa dimensi peran, 

yaitu: peran sebagai suatu kebijakan, di mana peran merupakan suatu 

kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan; peran sebagai strategi, di 

mana peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat; 

dan peran sebagai alat komunikasi, di mana peran didayagunakan sebagai 

instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Sementara itu, dalam konteks organisasi, peran adalah suatu konsep yang 

digunakan oleh setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau 

organisasi untuk bertindak sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

Peran adalah sesuatu yang dikerjakan atau dijalankan, yaitu tugas atau tanggung 

jawab seseorang dalam bisnis atau di tempat kerja. Ketika peran didefinisikan 

sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan untuk memenuhi hak dan tanggung 

jawab posisinya, maka orang tersebut dapat memenuhi peran tersebut (Susarianto 

2024). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah seperangkat 

tingkah laku, tugas, tanggung jawab, dan harapan yang dilekatkan kepada 

seseorang berdasarkan kedudukan atau posisi yang diembannya dalam suatu 

organisasi atau sistem sosial, yang bersifat dinamis dan diwujudkan melalui 

tindakan nyata dalam menjalankan hak dan kewajibannya. 

 

 

 

2.2 Pengertian Digital Leadrship 

 

Dalam era transformasi digital yang semakin berkembang, digital leadrship 

menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Menurut 

Westerman et al (2014) dalam (Syahfitri et al 2025) mendefinisikan digital 

leadership merupakan sebagai kemampuan pemimpin untuk memimpin organisasi 

dalam memanfaatkan teknologi digital secara maksimal, menggabungkan visi 

strategis, pengelolaan perubahan, dan inovasi berbasis teknologi. Westerman et 

al., digital leadership memiliki beberapa variabel utama, antara lain: 
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1. Digital Vision (Visi Digital), digital vision adalah kemampuan pemimpin 

untuk melihat ke depan, berinovasi, dan menghadapi ketidakpastian dalam 

lanskap digital, serta mengidentifikasi kapan perubahan digital diperlukan 

untuk memasukkannya ke dalam agenda organisasi. 

a. Pemimpin memiliki visi digital yang jelas. 

b. Pemimpin mampu mengenali peluang dan tantangan dalam era 

transformasi digital. 

 

2. Digital Competence (Kompetensi Digital), mengindikasikan bahwa 

kompetensi digital mencakup kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan 

untuk beroperasi dan berhasil dalam lingkungan digital 

a. Pemimpin menguasai teknologi digital. 

b. Pemimpin mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam proses kerja 

organisasi secara efektif. 

3. Digital Transformation Management (Manajemen Transformasi Digital), 

adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis, 

mengubah cara organisasi memberikan nilai kepada pelanggan dan memandu 

perusahaan melalui perubahan digital dengan menekankan pentingnya 

kepemimpinan dan pemanfaatan teknologi untuk inovasi dan peningkatan 

kinerja bisnis 

a. Pemimpin mampu mengelola perubahan organisasi menuju sistem digital 

secara terencana dan efisien. 

b. Pemimpin mampu menyelaraskan model bisnis organisasi agar selaras 

dengan praktik dan teknologi digital baru. 

4. Employee Engagement (Keterlibatan Karyawan), merujuk pada keterikatan 

(engagement) karyawan terhadap pekerjaan dan perusahaan, yang ditandai 

dengan motivasi tinggi, loyalitas, dan kemauan untuk memberikan kontribusi 

melebihi tanggung jawab tugas pokoknya. 

a. Pemimpin mendorong partisipasi aktif pegawai dalam penggunaan 

teknologi digital. 

b. Pemimpin membangun budaya kerja yang kolaboratif & mendukung 
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penggunaan digital secara bersama-sama. 

 

Menurut Avalio et al., (2000) mendefinisikan Kepemimpinan digital atau e- 

leadership dapat dipahami sebagai proses memengaruhi secara sosial dengan 

perantara teknologi digital, yang ditujukan untuk menciptakan perubahan pada 

sikap, emosi, pola pikir, perilaku, maupun kinerja baik di tingkat individu, 

kelompok, maupun organisasi. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa 

kepemimpinan digital merupakan bentuk kepemimpinan yang memanfaatkan 

teknologi dengan tujuan mendorong transformasi di seluruh lapisan organisasi. 

Dalam memilih landasan teori untuk penelitian ini, saya memilih teori Westerman 

et al (2014). karena teori tersebut memberikan kerangka yang komprehensif dan 

aplikatif untuk memahami bagaimana pemimpin organisasi dapat secara strategis 

mengelola transformasi digital. Dengan variabel-variabel seperti visi digital, 

kompetensi digital, manajemen perubahan, dan keterlibatan karyawan, teori 

Westerman memungkinkan kajian yang lebih konkret dan relevan dalam konteks 

organisasi yang sedang berproses menjadi organisasi digital. 

Digital leadrship di era transformasi digital merupakan faktor penting yang 

memiliki pengaruh besar terhadap kinerja organisasi. Peran ini tercermin dari 

kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan arahan, mendorong motivasi, 

serta membimbing pegawai agar dapat beradaptasi di tengah dinamika lingkungan 

kerja yang senantiasa mengalami perubahan. 

Beberapa faktor yang memengaruhi digital leadership. Pertama, kemampuan 

untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi menjadi salah satu 

aspek utama yang menentukan efektivitas kepemimpinan digital. (Samuel dan 

Ramli., 2025) menemukan bahwa digital leadership memiliki dampak positif 

terhadap kinerja pegawai, di mana pemimpin yang mampu memanfaatkan 

teknologi serta mendigitalisasi proses organisasi dapat meningkatkan keterlibatan, 

produktivitas, komitmen, dan pemberdayaan pegawai. 

 

Kedua, salah satu faktor yang turut memengaruhi keberhasilan digital leadership 

dalam sebuah organisasi adalah komitmen. (Novita, 2022) menjelaskan bahwa 
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ketika pegawai memiliki rasa keterikatan yang kuat terhadap organisasinya, 

mereka cenderung menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi serta lebih cepat 

menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang diarahkan oleh pimpinan. 

Ketiga, motivasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas 

digital leadership. Dalam konteks organisasi, motivasi sering berfungsi sebagai 

variabel mediasi yang krusial. (Yulistia dan Yanti., 2023) mengungkapkan bahwa 

kepuasan kerja yang tinggi dapat terbentuk melalui kepemimpinan yang efektif 

serta budaya organisasi yang kondusif, sehingga secara langsung mampu 

meningkatkan kinerja pegawai. 

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli dan hasil penelitian yang telah 

dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa digital leadership merupakan bentuk 

kepemimpinan yang berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk 

mengarahkan, memotivasi, serta membimbing pegawai dalam menghadapi 

dinamika organisasi di era transformasi digital. Digital leadership tidak hanya 

menuntut seorang pemimpin memiliki visi digital yang jelas, tetapi juga menuntut 

penguasaan kompetensi teknologi, kemampuan mengelola perubahan, serta 

keterampilan dalam membangun kolaborasi dengan seluruh anggota organisasi. 

Berbagai indikator seperti inovasi, kompetensi digital, komunikasi virtual, 

kemampuan beradaptasi, partisipasi, hingga visi strategis menunjukkan bahwa 

digital leadership adalah kepemimpinan yang multidimensi dan kompleks. 

 

Efektivitas digital leadership dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain 

kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, penerapan gaya 

kepemimpinan transformasional, budaya organisasi yang positif, komitmen, dan 

motivasi pegawai. Dengan demikian, digital leadership dapat dipahami sebagai 

salah satu kunci strategis yang berperan signifikan dalam meningkatkan kinerja, 

memperkuat keterlibatan pegawai, dan mendorong organisasi untuk tetap 

kompetitif di tengah perubahan lingkungan yang serba cepat. 
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2.3 E-Government 

 

 

2.3.1 Konsep dan Definisi E-Government 

 

E-Government, yang merupakan singkatan dari Electronic Government, dapat 

dipahami sebagai salah satu model tata kelola pemerintahan yang mengandalkan 

pemanfaatan teknologi digital. Dalam konsep ini, seluruh aktivitas administrasi, 

pelayanan kepada masyarakat, pengawasan, hingga pengendalian berbagai sumber 

daya organisasi seperti keuangan, pajak, retribusi, maupun pengelolaan aparatur 

dihubungkan dalam satu sistem yang terintegrasi. (Fauzi dan Purnamawati 2025) 

menyebut bahwa e-government menitikberatkan pada aspek administratif dan 

teknis penggunaan TIK, seperti digitalisasi arsip dan aplikasi pelayanan publik, 

sementara e-governance memperluas konteks hingga partisipasi masyarakat dan 

pelibatan sektor swasta dalam pemerintahan. 

Menurut Rifdan et al., (2024). e-Government dapat dipahami sebagai penerapan 

teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas layanan publik 

sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan 

transparan. Selain itu, e-government juga diarahkan untuk memperbaiki efisiensi 

operasional birokrasi dengan memangkas prosedur yang rumit, mengurangi biaya 

administrasi, serta mempercepat alur kerja antar instansi pemerintah. Tidak hanya 

itu, konsep ini juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses 

pemerintahan, misalnya melalui penyampaian aspirasi, pengawasan kebijakan, 

maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan berbasis digital. 

Senada dengan itu, World Bank mendefinisikan e-government sebagai 

pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, pelaku bisnis, dan mendukung kerja sama dengan lembaga lain, 

dengan tujuan utama memberdayakan masyarakat melalui akses informasi yang 

lebih luas (Lenak et al., 2021) 

Dari berbagai definisi mengenai e-government yang dikemukakan oleh para ahli 

maupun penelitian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa e-government 



22 

 

memiliki tujuan utama untuk meningkatkan transparansi serta mempererat 

interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Konsep ini melibatkan pemanfaatan 

beragam platform digital, seperti situs web resmi, aplikasi berbasis mobile, media 

sosial, hingga layanan elektronik lainnya, guna mempermudah masyarakat dalam 

mengakses dan memanfaatkan layanan publik. Selain itu, e-government juga 

mencerminkan integrasi teknologi ke dalam berbagai aktivitas pemerintahan, 

mulai dari pengolahan data, pengelolaan sumber daya, hingga proses pengambilan 

keputusan. 

 

 

2.3.2 Tujuan E-Government 

 

Adapun tujuan dari e-goverment menurut Muqoffa, (2022) adalah menciptakan 

jaringan informasi serta layanan publik yang dapat diakses kapan saja dan dari 

mana saja tanpa terbatas oleh ruang maupun waktu, serta dapat dimanfaatkan 

masyarakat dengan biaya yang relatif terjangkau. Secara umum, implementasi e- 

government di berbagai negara yang menjadi objek kajian memiliki sejumlah 

sasaran pokok, antara lain: 

1. Meningkatkan mutu layanan publik, khususnya dalam mempercepat prosedur 

pelayanan, menyederhanakan birokrasi, serta memberikan kemudahan akses 

bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah. 

2. Mendorong keterbukaan pemerintahan, dengan memperluas ketersediaan 

informasi publik yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat sebagai 

wujud transparansi. 

3. Memperkuat akuntabilitas pemerintah, melalui penyediaan berbagai layanan 

serta informasi yang lebih lengkap, sekaligus membuka jalur akses baru bagi 

masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan. 

4. Menghemat waktu, biaya, dan sumber daya lainnya, baik di pihak pemerintah 

maupun masyarakat, dengan mempersingkat proses pelayanan sehingga 

menjadi lebih efisien dan efektif. 

 

Rahmaini (2021) menegaskan bahwa penerapan e-government bertujuan untuk 

menciptakan praktik pemerintahan yang efisien, efektif, terjangkau, dan mampu 
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memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Prinsip e-government 

juga menekankan asas akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik sebagai 

pilar utama dalam reformasi birokrasi modern. Dengan prinsip-prinsip tersebut, 

implementasi e-government diharapkan dapat memperbaiki produktivitas dan 

efisiensi birokrasi, mengurangi potensi praktik korupsi, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan 

transparan. 

Dengan kata lain, e-Government tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan 

semata, melainkan juga diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan 

yang lebih terbuka, responsif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara optimal. 

 

 

2.3.3 Manfaat E- Government 

Di sisi lain, penerapan e-government memberikan berbagai manfaat nyata 

(Muqoffa, 2022): 

1. Penerapan e-government memberikan kemudahan bagi warga negara dalam 

memperoleh layanan serta melakukan interaksi langsung dengan pemerintah. 

Melalui sistem ini, efisiensi dan efektivitas birokrasi dapat ditingkatkan 

sekaligus memperkuat tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. 

Dengan adanya dukungan teknologi informasi, layanan publik bisa diakses 

kapan saja, selama 24 jam penuh, hanya dengan memanfaatkan jaringan 

internet, sehingga kualitas pelayanan menjadi lebih baik dibandingkan 

sebelumnya. 

2. Selain itu, e-government juga memberikan nilai tambah berupa 

penyederhanaan prosedur pelayanan publik, mengurangi tumpang tindih 

birokrasi, serta memastikan masyarakat dapat mengakses informasi dan 

layanan secara lebih mudah. Melalui integrasi sistem pemerintahan, proses 

transaksi dan operasional dapat dilakukan lebih ringkas, sehingga 

mempercepat aliran kerja di dalam lembaga pemerintahan. 

3. Manfaat lain dari penerapan e-government adalah meningkatnya kualitas 

pelayanan publik melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih terjamin. 
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Dengan adanya digitalisasi, biaya transaksi dapat ditekan, komunikasi antar 

lembaga pemerintahan menjadi lebih cepat, dan interaksi dengan masyarakat 

berlangsung secara lebih terbuka. Hal ini mendorong terbentuknya masyarakat 

yang berbasis pada komunitas informasi yang lebih maju. Selain meningkatkan 

efisiensi kerja antarlembaga, penerapan e-government juga membuka peluang 

bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya melalui 

optimalisasi sistem perpajakan. 

 

Penerapan e-government memberikan berbagai manfaat strategis dalam upaya 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Menurut 

(Lestari et al., 2021), salah satu manfaat utama dari e-government adalah 

meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, kenyamanan, dan aksesibilitas 

layanan publik. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelayanan 

dilakukan lebih cepat, mengurangi hambatan birokrasi, serta menjangkau 

masyarakat secara lebih luas. 

E-government juga berperan penting dalam mengurangi biaya administrasi karena 

proses layanan dapat dialihkan ke sistem daring, sehingga penggunaan anggaran 

menjadi lebih hemat dan tepat sasaran. (Lestari et al., 2021) menegaskan bahwa 

penerapan sistem online mampu mengurangi beban administratif, meningkatkan 

keterbukaan informasi, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah karena 

masyarakat dapat secara langsung mengakses informasi dan memantau kinerja 

lembaga publik. 

Manfaat lainnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses 

pelayanan publik. Dengan sistem e-government, warga tidak lagi harus datang 

langsung ke kantor instansi, melainkan dapat mengakses layanan secara daring. 

Hal ini sejalan dengan tujuan mewujudkan asas pelayanan publik seperti 

keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kecepatan, ketepatan waktu, dan 

keterjangkauan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lestari et al., 2021). Dengan demikian, 

penerapan e-government tidak hanya memperbaiki kinerja birokrasi, tetapi juga 



25 

 

menjadi  instrumen  penting  dalam  memperkuat  prinsip  good  governance, 

mengurangi potensi maladministrasi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik. 

 

 

 

2.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

 

Menanggapi pesatnya perkembangan era digital. Pemerintah republik Indonesia 

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat SPBE (Presiden, 2018). SPBE 

adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk menjamin terselenggaranya 

pengaturan, pengarahan, serta pengawasan dalam implementasi sistem 

pemerintahan berbasis elektronik, baik pada tingkat pemerintah pusat, provinsi, 

maupun daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang terbuka dan saling terintegrasi. guna mencapai sasaran 

tersebut, penerapan SPBE perlu dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas yang 

berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu. 

 

 

2.4.1 Prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

 

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, pemerintah telah 

menetapkan tujuh prinsip utama yang menjadi dasar dalam penerapan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu: 

1. Efektivitas, yakni memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dalam 

mendukung SPBE sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

2. Integrasi, yaitu penyatuan berbagai sumber daya yang menunjang 

pelaksanaan SPBE agar berjalan selaras. 

3. Keberlanjutan, yaitu penerapan SPBE yang konsisten dengan adanya rencana 

yang jelas, tahapan terstruktur, serta pengelolaan perkembangan sesuai 

kondisi yang dihadapi. 

4. Efisiensi, yaitu pemanfaatan sumber daya SPBE secara optimal agar tepat 
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sasaran dan memberikan hasil yang bermanfaat. 

5. Akuntabilitas, yaitu adanya kejelasan fungsi, peran, dan tanggung jawab 

dalam setiap pelaksanaan SPBE. 

6. Interoperabilitas, yakni kemampuan untuk melakukan koordinasi serta 

kolaborasi antar proses bisnis dan sistem informasi guna mendukung 

pertukaran data, informasi, dan layanan SPBE. 

7. Keamanan, yaitu upaya menjaga kerahasiaan, keaslian, integritas, serta 

ketersediaan seluruh sumber daya yang berkaitan dengan SPBE. 

 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan mampu menjadi 

pusat koordinasi dalam membangun integrasi yang menyeluruh untuk 

mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Sasaran dari 

penerapan SPBE mencakup empat aspek utama, yaitu terciptanya tata kelola serta 

manajemen SPBE yang efektif dan efisien, terselenggaranya layanan SPBE yang 

terintegrasi dan berorientasi pada pengguna, terbangunnya infrastruktur SPBE 

yang saling terkoneksi, serta meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam 

pengelolaan SPBE. Pencapaian keempat aspek tersebut tidak dapat dilepaskan 

dari penerapan prinsip-prinsip SPBE secara konsisten. Prinsip tersebut menjadi 

landasan penting agar penyelenggaraan SPBE benar-benar berjalan optimal 

dengan dukungan kemajuan teknologi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya dipahami 

sebagai pengetahuan teoritis, melainkan harus diimplementasikan dalam praktik 

penyelenggaraan SPBE. Pelaksanaan SPBE yang selaras dengan prinsip-prinsip 

tersebut akan berdampak pada kepuasan layanan, standar etika, kemampuan 

komunikasi, serta berbagai indikator lain yang dapat dijadikan ukuran 

keberhasilan. 

 

 

2.4.2 Tujuan dan Sasaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

 

Selain memiliki visi dan misi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

juga dirancang dengan sejumlah tujuan utama, di antaranya: 

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, 

efisien, serta bebas dari praktik penyalahgunaan. 

2. Menyediakan layanan publik yang berkualitas tinggi, mudah diakses, dan 
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mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat. 

3. Menghadirkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi 

 

Dalam rangka mencapai hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) 

melakukan evaluasi terhadap implementasi SPBE di tingkat kementerian, 

lembaga, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota untuk 

memastikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berjalan sesuai 

prinsip efektivitas, efisiensi, serta tata kelola yang baik. 

Berdasarkan visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan, Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki sejumlah sasaran utama, yaitu: 

1. Terbangunnya tata kelola dan manajemen SPBE yang berjalan secara efektif 

serta efisien. 

2. Terciptanya layanan SPBE yang menyatu, terkoordinasi, dan berfokus pada 

kebutuhan pengguna. 

3. Terlaksananya penyediaan infrastruktur SPBE yang saling terhubung dan 

terintegrasi. 

4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia 

dalam mendukung pelaksanaan SPBE. 

 

 

2.4.3 Manfaat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

 

Dalam pelaksanaannya, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) membawa sejumlah keuntungan, antara lain: 

1. Menghemat anggaran melalui peningkatan efisiensi dalam pembangunan 

SPBE. 

2. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia dengan mendorong pertukaran 

data antar instansi pemerintah pusat maupun daerah. 

3. Memacu penggunaan aplikasi umum secara bersama di lingkungan instansi 

pemerintah dan pemerintah daerah. 

4. Memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur TIK yang terintegrasi serta dapat 

digunakan bersama oleh berbagai instansi pemerintah. 



28 

 

5. Menjamin keamanan informasi milik pemerintah. 

 

Secara keseluruhan, manfaat SPBE akan semakin terasa apabila 

penyelenggaraannya dijalankan secara optimal. Keuntungan-keuntungan ini 

diharapkan mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih terintegrasi, 

efisien, dan transparan sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung 

dampak positif dari penerapan SPBE. 

 

 

 

2.5 Aplikasi Srikandi 

 

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) adalah 

platform berbasis web untuk pengelolaan arsip dinamis secara elektronik yang 

dikembangkan sebagai bagian dari inisiatif digitalisasi pemerintahan. SRIKANDI 

diresmikan sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis melalui Keputusan 

Menteri PANRB No. 679 Tahun 2020, dan selaras dengan Perpres No. 95 Tahun 

2018 tentang SPBE. Sistem ini memungkinkan proses pengarsipan, disposisi 

surat, dan penandatanganan dokumen dilakukan dengan lebih efisien, 

terstandardisasi, dan terintegrasi antar instansi pemerintahan (Hakim dan 

Syahruddin. 2025). 

Fungsi utama dari aplikasi SRIKANDI adalah menyediakan layanan pengelolaan 

arsip dinamis mulai dari penciptaan, penerimaan, pendistribusian, penggunaan, 

hingga penyusutan arsip secara elektronik. Sistem ini memungkinkan proses 

surat-menyurat, disposisi, serta penandatanganan dokumen dapat dilakukan secara 

digital dengan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum. Hal ini membuat 

pengelolaan arsip menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian 

(Harahap dan Trimurni, 2025) menunjukkan bahwa SRIKANDI mempermudah 

dan mempercepat distribusi surat, penandatanganan elektronik, pelacakan 

dokumen, serta konektivitas antar instansi, sehingga mampu meningkatkan kinerja 

birokrasi di era digital. 

Dalam konteks implementasi SPBE, SRIKANDI memiliki peran strategis. 

Pertama, aplikasi ini membantu mewujudkan efisiensi dan standarisasi 
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pengarsipan, sebab seluruh instansi diwajibkan menggunakan sistem yang sama. 

 

Kedua, SRIKANDI mendukung transparansi dan akuntabilitas, karena setiap arsip 

tercatat secara digital dan mudah ditelusuri dalam proses audit maupun 

pengawasan publik. Ketiga, aplikasi ini memperkuat interoperabilitas data, sebab 

penggunaan aplikasi yang sama di tingkat nasional memungkinkan integrasi 

informasi kearsipan antar lembaga dan daerah. Dengan fungsi tersebut, 

SRIKANDI dipandang sebagai tulang punggung digitalisasi administrasi dalam 

kerangka SPBE (Muzaki, 2024). Meskipun memiliki manfaat besar, penerapan 

SRIKANDI di berbagai instansi tidak lepas dari hambatan dan tantangan. 

Muzaki (2024) menemukan bahwa beberapa kendala yang sering muncul antara 

lain keterbatasan literasi digital aparatur, resistensi sebagian pegawai terhadap 

perubahan dari sistem manual ke digital, serta keterbatasan infrastruktur teknologi 

di beberapa daerah, terutama akses internet yang belum merata. Selain itu, 

kendala teknis berupa gangguan server pusat juga dilaporkan dapat menghambat 

kelancaran persuratan dan pengarsipan elektronik. Tantangan lain yang tidak 

kalah penting adalah aspek keamanan informasi, mengingat arsip pemerintahan 

seringkali bersifat sensitif dan strategis. Oleh sebab itu, dukungan keamanan siber 

dan kesadaran akan pentingnya perlindungan data menjadi syarat utama 

keberhasilan aplikasi ini. 

Dengan mempertimbangkan fungsi, manfaat, serta tantangan tersebut, dapat 

dipahami bahwa keberhasilan implementasi aplikasi SRIKANDI tidak hanya 

bergantung pada aspek teknis sistem, tetapi juga pada kepemimpinan digital yang 

visioner, komitmen organisasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan 

infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, SRIKANDI bukan hanya alat bantu 

administratif, melainkan bagian integral dari agenda transformasi digital 

pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan 

akuntabel. 
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2.6 Kerangka Berpikir 

 

Kerangka Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan 

bagaimana peran kepemimpinan digital dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI 

di BPSDM Provinsi Lampung. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini 

adalah rendahnya transaksi aplikasi SRIKANDI yang menunjukkan bahwa 

digitalisasi arsip belum berjalan secara optimal, sehingga terdapat kesenjangan 

antara kebijakan formal digitalisasi dengan implementasi di lapangan. Penelitian 

ini menggunakan konsep digital leadership yang dikemukakan oleh George 

Westerman yang terdiri dari empat indikator, yaitu digital vision, digital 

competence, digital transformation management, dan employee engagement. 

Keempat indikator tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh 

mana kepemimpinan digital telah berperan dalam mendorong pemanfaatan 

aplikasi SRIKANDI. 

 

Setiap indikator dianalisis berdasarkan kondisi nyata di lapangan untuk melihat 

apakah indikator tersebut telah berjalan dengan baik atau belum. Digital vision 

dinilai dari adanya arah kebijakan dan komitmen pimpinan dalam mendorong 

digitalisasi, digital competence dilihat dari kemampuan pegawai dalam 

mengoperasikan aplikasi, digital transformation management dinilai dari 

pengelolaan perubahan sistem kerja dari manual ke digital, serta employee 

engagement dilihat dari tingkat keterlibatan dan partisipasi pegawai dalam 

penggunaan aplikasi SRIKANDI.r Hasil dari analisis keempat indikator tersebut 

kemudian digunakan untuk menentukan tingkat peran kepemimpinan digital. 

Kepemimpinan digital dikatakan berperan apabila sebagian besar indikator 

(minimal tiga indikator) berjalan dengan baik dan menunjukkan adanya perubahan 

nyata dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI. Sebaliknya, kepemimpinan digital 

dikatakan tidak berperan atau belum optimal apabila hanya sebagian kecil indikator 

(dua indikator atau kurang) yang berjalan, atau tidak menunjukkan perubahan 

signifikan dalam praktik penggunaan aplikasi. 
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Dengan demikian, kerangka berpikir ini menegaskan bahwa penilaian terhadap 

peran kepemimpinan digital tidak hanya didasarkan pada keberadaan kebijakan, 

tetapi juga pada keterpenuhan indikator-indikator digital leadership secara 

menyeluruh. Oleh karena itu, semakin banyak indikator yang berjalan dengan baik, 

maka semakin besar peran kepemimpinan digital dalam mendorong pemanfaatan 

aplikasi SRIKANDI sebagai bagian dari implementasi SPBE di BPSDM Provinsi 

Lampung. 

 

 
 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Dibuat oleh Penulis, 2025 



32 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono 

(2023) Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada 

paradigma postpositivisme atau interpretatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji 

objek dalam kondisi yang alami, di mana peneliti berperan langsung sebagai 

instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi, 

yakni menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang 

terkumpul umumnya bersifat kualitatif, kemudian dianalisis secara induktif. Hasil 

dari penelitian kualitatif tidak hanya ditujukan untuk memahami makna yang 

terkandung dalam suatu fenomena, tetapi juga untuk mengungkap keunikan, 

membangun konstruksi pemahaman atas fenomena tersebut, serta memungkinkan 

munculnya hipotesis baru. 

Sedangkan menurut Creswell (2023) Penelitian kualitatif merupakan jenis 

penelitian yang berupaya menggali serta membangun makna suatu fenomena 

melalui perspektif para partisipan. Dalam prosesnya, peneliti mencoba menelusuri 

peristiwa atau pengalaman yang berkaitan dengan individu tertentu, kemudian 

mengumpulkan cerita-cerita mereka secara naratif untuk dipahami dan dianalisis. 

Dengan demikian, penelitian ini menekankan pada upaya memahami secara 

mendalam suatu fenomena melalui data kualitatif yang diperoleh langsung dari 

partisipan, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh dan bermakna.  

 

3.2 Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

(BPSDMD) Provinsi Lampung. BPSDM merupakan perangkat daerah yang 
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memiliki tugas pokok dalam bidang pengembangan kompetensi aparatur sipil 

negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Lembaga ini menjadi 

pusat pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas pegawai, sekaligus 

berperan dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan 

berdaya saing. 

Pemilihan lokasi penelitian di BPSDMD Prvinsi Lampung didasarkan pada 

pertimbangan bahwa instansi ini telah ditunjuk sebagai salah satu unit kerja yang 

wajib menerapkan aplikasi SRIKANDI sebagai aplikasi umum bidang kearsipan 

dinamis terintegrasi sesuai regulasi nasional dan daerah. Pemilihan lokasi 

didasarkan pada fakta bahwa tingkat pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di BPSDM 

masih relatif rendah dibanding target nasional, sehingga relevan untuk diteliti dari 

perspektif kepemimpinan digital. 

Konteks penelitian di BPSDM juga penting karena lembaga ini menjadi 

representasi bagaimana digitalisasi administrasi, khususnya melalui aplikasi 

SRIKANDI, diimplementasikan di level daerah. Dengan demikian, penelitian di 

lokasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai peran digital 

leadership, kesiapan pegawai, serta dukungan infrastruktur dalam mendukung 

keberhasilan transformasi digital birokrasi di Provinsi Lampung. 

 

 

 

3.3 Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian ini diarahkan pada upaya memahami secara mendalam 

bagaimana peran digital leadership berpengaruh terhadap pemanfaatan aplikasi 

SRIKANDI di lingkungan BPSDM Provinsi Lampung. Penelitian ini tidak hanya 

menekankan pada aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga pada bagaimana 

kepemimpinan mampu mendorong perubahan perilaku, kesiapan digital pegawai, 

serta dukungan organisasi terhadap transformasi digital. Dengan demikian, 

penelitian ini berusaha melihat keterkaitan antara kepemimpinan, kesiapan sumber 

daya manusia, dan keberhasilan implementasi sistem pemerintahan berbasis 

elektronik. 
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Menurut Westerman et al (2014) dalam (Syahfitri et al 2025), digital leadership 

didefinisikan sebagai kemampuan pemimpin untuk memimpin organisasi dalam 

memanfaatkan teknologi digital secara maksimal, dengan menggabungkan visi 

strategis, pengelolaan perubahan, dan inovasi berbasis teknologi. Berdasarkan 

kerangka teori tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada empat 

variabel utama: 

1. Digital Vision (Visi Digital), digital vision adalah kemampuan pemimpin 

untuk melihat ke depan, berinovasi, dan menghadapi ketidakpastian dalam 

lanskap digital, serta mengidentifikasi kapan perubahan digital diperlukan 

untuk memasukkannya ke dalam agenda organisasi. 

a. Pemimpin memiliki visi digital yang jelas. 

b. Pemimpin mampu mengenali peluang dan tantangan dalam era 

transformasi digital. 

 

2. Digital Competence (Kompetensi Digital), mengindikasikan bahwa 

kompetensi digital mencakup kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan 

untuk beroperasi dan berhasil dalam lingkungan digital. 

a. Pemimpin menguasai teknologi digital. 

b. Pemimpin mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam proses kerja 

organisasi secara efektif. 

 

3. Digital Transformation Management (Manajemen Transformasi Digital), 

adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis, 

mengubah cara organisasi memberikan nilai kepada pelanggan dan memandu 

perusahaan melalui perubahan digital dengan menekankan pentingnya 

kepemimpinan dan pemanfaatan teknologi untuk inovasi dan peningkatan 

kinerja bisnis. 

a. Pemimpin mampu mengelola perubahan organisasi menuju sistem digital 

secara terencana dan efisien. 

b. Pemimpin mampu menyelaraskan model bisnis organisasi agar selaras 

dengan praktik dan teknologi digital baru. 
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4. Employee Engagement (Keterlibatan Karyawan), merujuk pada keterikatan 

(engagement) karyawan terhadap pekerjaan dan perusahaan, yang ditandai 

dengan motivasi tinggi, loyalitas, dan kemauan untuk memberikan kontribusi 

melebihi tanggung jawab tugas pokoknya.. 

a. Pemimpin mendorong partisipasi aktif pegawai dalam penggunaan 

teknologi digital. 

b. Pemimpin membangun budaya kerja yang kolaboratif & mendukung 

penggunaan digital secara bersama-sama 

Dengan memfokuskan penelitian pada keempat dimensi tersebut, diharapkan 

dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana 

digital leadership berperan dalam mendorong pemanfaatan aplikasi SRIKANDI 

serta faktor pendukung maupun penghambat yang muncul dalam implementasinya 

di BPSDM Provinsi Lampung. 

 

 

 

3.4 Sumber Data 

 

Data sekunder merupakan data informasi yang dikumpulkan peneliti melalui 

perantara atau pihak lain, bukan diperoleh secara langsung dari objek atau subjek 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, keberadaan sumber data memegang 

peranan penting karena berpengaruh terhadap validitas serta kelengkapan 

informasi yang didapatkan peneliti. Menurut Sugiyono (2023), sumber data 

dibedakan menjadi dua kategori, yaitu primer dan sekunder. Data primer 

merupakan informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui 

wawancara, observasi, atau interaksi dengan informan. Sedangkan data sekunder 

merupakan informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung dari dokumen, 

arsip, laporan, atau penelitian sebelumnya. 

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari observasi, interaksi langsung 

dengan informan dan wawancara mendalam dengan pejabat struktural, 

serta aparatur sipil negara (ASN) BPSDM Provinsi Lampung yang 

menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam aktivitas administrasi sehari-hari. 
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2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, 

PermenPANRB Nomor 679 Tahun 2020, laporan internal BPSDM Provinsi 

Lampung , serta literatur berupa buku dan jurnal yang relevan dengan tema 

digital leadership, e-government, dan aplikasi SRIKANDI. 

 

 

 

3.5 Informan Penelitian 

 

Dalam penelitian kualitatif, informan dipilih dengan teknik purposive sampling, 

yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. Menurut Sugiyono (2023), purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang 

dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti, atau memiliki 

kewenangan serta pengalaman yang relevan terhadap fenomena yang diteliti. 

Teknik ini dipilih karena tidak semua individu di BPSDM memiliki keterlibatan 

langsung dengan penerapan aplikasi SRIKANDI, sehingga peneliti hanya 

mengambil informan yang dinilai paling relevan dan kompeten memberikan data. 

 

Tabel 3. Informan Penelitian 
 

 

No. Jenis / Kriteria Informan Alasan 

1. Kepala BPSDM Provinsi 

Lampung . 

Sebagai pengambil kebijakan tertinggi, Kepala 

BPSDM memiliki pandangan strategis terkait 

arah kebijakan digitalisasi di lingkungan 

BPSDM, termasuk penerapan aplikasi 

SRIKANDI. Informasi dari Kepala BPSDM 

sangat penting untuk memahami bagaimana visi 

kepemimpinan  digital  diterapkan  di  tingkat 

institusi. 
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No. Jenis / Kriteria Informan Alasan 

2. Sekretaris BPSDM Provinsi 

Lampung 

Sekretaris memiliki fungsi koordinatif lintas 

bidang di BPSDM, sehingga dapat memberikan 

gambaran menyeluruh mengenai konsistensi 

kebijakan, kendala koordinasi, serta faktor 

pendukung  penerapan  aplikasi  digital  di 

lingkungan kerja. 

3. Kepala Sub Bagian (Kasubag) 

Umum 

Bagian umum memiliki peran penting dalam tata 

kelola administrasi, seperti absensi, surat- 

menyurat, dan pengarsipan. Kasubag Umum 

menjadi kunci dalam melihat implementasi 

teknis  aplikasi  SRIKANDI  dan  hambatan 

administratif yang dihadapi. 

4. Pegawai pelaksana (ASN) 5 

staf dari 5 bidang 

sebagai pengguna langsung aplikasi 

SRIKANDI, pegawai pelaksana dapat 

memberikan informasi faktual mengenai 

pengalaman sehari-hari, kemudahan maupun 

kesulitan yang dihadapi, serta persepsi mereka 

mengenai   efektivitas   aplikasi   terhadap 

kedisiplinan dan produktivitas kerja. 

Sumber : Dibuat oleh penulis, 2025 

 

 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk 

memperoleh informasi yang valid dan mendalam. Menurut Sugiyono (2023), 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan di setting alamiah dengan 

peneliti sebagai instrumen utama, menggunakan wawancara, observasi, dan 
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dokumentasi. Sementara itu, Creswell (2023) menegaskan bahwa pengumpulan 

data kualitatif mencakup wawancara, observasi lapangan, analisis dokumen, serta 

penggunaan berbagai media pendukung agar informasi yang diperoleh lebih kaya 

dan komprehensif. 

 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur, yaitu 

menggunakan pedoman pertanyaan tetapi tetap memberi ruang fleksibilitas 

bagi informan untuk menyampaikan pandangannya. Teknik ini dipilih agar 

peneliti dapat menggali informasi secara detail terkait peran digital 

leadership, pemanfaatan aplikasi SRIKANDI, serta hambatan dan solusi 

dalam penerapannya di BPSDM Provinsi Lampung. Informan yang 

diwawancarai meliputi Kepala BPSDM, pejabat struktural, sekretaris, 

kasubag umum, dan ASN pelaksana. Hasil wawancara akan memberikan 

gambaran yang kaya mengenai perbedaan pandangan antara pengambil 

kebijakan dan pelaksana di lapangan. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan secara langsung terhadap pelaksanaan penggunaan 

aplikasi SRIKANDI dalam aktivitas administrasi di BPSDM. Observasi ini 

bertujuan untuk melihat secara nyata bagaimana aplikasi digunakan, 

bagaimana respon pegawai terhadap sistem digital, serta kendala teknis yang 

muncul. Observasi juga penting untuk memvalidasi data wawancara sehingga 

tidak hanya berdasarkan persepsi informan tetapi juga fakta empiris yang 

terlihat di lapangan. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa 

regulasi, laporan internal, pedoman kerja, serta arsip yang diolah melalui 

aplikasi SRIKANDI. Dokumen-dokumen tersebut meliputi Perpres Nomor 95 

Tahun 2018 tentang SPBE, PermenPANRB Nomor 679 Tahun 2020, serta 

laporan internal BPSDM. Analisis dokumen ini memberikan dasar normatif 

sekaligus mendukung data primer yang diperoleh dari wawancara dan 

observasi. 
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4. Trigulasi 

Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Misalnya, informasi dari wawancara pejabat 

struktural tentang tingkat pemanfaatan aplikasi akan dibandingkan dengan 

hasil observasi penggunaan aplikasi oleh pegawai, serta diverifikasi dengan 

dokumen laporan internal. Dengan teknik ini, data yang diperoleh lebih 

terjamin keabsahannya karena diperoleh dari berbagai sudut pandang dan 

sumber yang berbeda. 

 

 

 

3.7 Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah mendapatkan data, tahap selanjutnya peneliti melakukan pengelolahan 

data, menurut Sugiono (2023) pengolahan data dalam penelitian kualitatif 

mencakup dua aspek penting, yaitu editing data dan interpretasi data. 

1. Editing Data 

Editing data kualitatif dilakukan untuk memastikan jawaban responden telah 

lengkap, jelas, dan konsisten. Jika ditemukan data yang kurang jelas atau 

tidak selaras, maka peneliti perlu melakukan klarifikasi kembali kepada 

sumber data. Setelah itu, seluruh data disusun secara teratur sehingga 

memudahkan proses analisis (Sugiono, 2023) 

a. Memeriksa Kelengkapan Data 

Pada tahap ini peneliti memastikan bahwa semua data dari lapangan 

sudah tercatat dengan baik. Catatan wawancara, hasil observasi, maupun 

dokumen yang diperoleh diperiksa agar tidak ada bagian yang hilang atau 

belum tercatat. 

b. Memeriksa Kejelasan Data 

Data kualitatif sering kali berupa narasi panjang. Karena itu, peneliti 

perlu memeriksa apakah data yang ditulis jelas, mudah dipahami, dan 

tidak menimbulkan multi-tafsir. Bila ada yang kurang jelas, peneliti bisa 

melakukan cross-check ulang dengan informan. 

c. Memeriksa Konsistensi Data 
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Melihat apakah data yang diperoleh dari berbagai berbagai sumber 

memiliki konsistensi atau justru terdapat perbedaan yang signifikan. 

d. Memeriksa Kecocokan Data 

Peneliti perlu mengoreksi kesalahan teknis seperti salah ketik, 

penggunaan istilah yang rancu, atau penulisan nama dan istilah khusus 

yang tidak tepat. Hal ini penting karena detail kecil dapat mengubah 

makna data. 

e. Melakukan Klasifikasi Bila Diperlukan 

Jika pada saat editing ditemukan data yang kurang lengkap atau 

meragukan, peneliti bisa melakukan klarifikasi dengan informan melalui 

wawancara tambahan (follow-up interview). 

 

2. Interpretasi Data 

Interpretasi data adalah proses penafsiran terhadap data yang telah diedit 

agar memiliki makna yang lebih mendalam. Data yang sudah dipilah dan 

diperiksa kemudian dihubungkan dengan teori yang digunakan, seperti 

konsep digital leadership (Westerman et al., 2014), e-government, SPBE, 

dan penerapan aplikasi SRIKANDI. Melalui interpretasi, peneliti tidak 

hanya menyajikan data dalam bentuk deskriptif, tetapi juga memberikan 

analisis mengenai bagaimana kepemimpinan digital berperan dalam 

mendorong pemanfaatan aplikasi SRIKANDI serta dampaknya terhadap 

kedisiplinan ASN. 

 

 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

 

Menurut Sugiyono (2023), analisis data kualitatif dilakukan sejak data mulai 

dikumpulkan hingga penelitian selesai, dengan tujuan menyusun data yang semula 

berserakan menjadi pola, hubungan, dan makna yang lebih utuh. Analisis data 

dalam penelitian kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung terus-menerus 

sampai data mencapai titik jenuh. Creswell menambahkan bahwa analisis data 

kualitatif meliputi proses mengorganisasi data, membaca keseluruhan informasi, 

melakukan pengkodean, mengidentifikasi tema, menyajikan data dalam narasi, 
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serta menginterpretasikan makna data berdasarkan teori maupun konteks 

penelitian (Creswell 2023). 

 

Menurut Miles dan Huberman (2014), yang juga sejalan dengan praktik penelitian 

terkini, analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahap utama yang saling 

berhubungan dan berlangsung secara bersamaan. Tahapan tersebut meliputi 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan dan 

verifikasi kesimpulan (drawing & verifying conclusions). Berdasarkan kerangka 

tersebut, penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan 

Huberman yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan 

data yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam konteks ini, data yang 

diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasikan ke 

dalam kategori seperti digital leadership, pemanfaatan aplikasi SRIKANDI, 

kesiapan digital pegawai, serta hambatan implementasi. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi 

deskriptif, matriks, tabel, atau bagan. Penyajian data bertujuan untuk 

memudahkan peneliti melihat hubungan antar data, menemukan pola, serta 

memahami fenomena secara lebih utuh. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Pada tahap ini, peneliti menarik makna dari data yang sudah disajikan dan 

kemudian memverifikasi kesimpulan tersebut dengan cara membandingkan 

dengan teori, data tambahan, serta hasil triangulasi. Kesimpulan bersifat 

sementara selama proses penelitian berlangsung, tetapi akan menguat setelah 

data yang diperoleh konsisten. 

 

 

 

3.9 Teknik Validasi Data 

 

Menurut Sugiyono (2023), keabsahan data kualitatif dapat diuji melalui beberapa 

teknik, seperti kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. 
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Dari keempatnya, uji kredibilitas biasanya menjadi fokus utama, yang dilakukan 

dengan cara memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, serta 

menggunakan teknik triangulasi. 

Creswell (2023) menyebutkan bahwa validasi data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan dengan berbagai strategi, antara lain triangulasi sumber data, 

pengecekan anggota (member checking), penyajian deskriptif yang kaya (thick 

description), serta audit trail. Strategi ini digunakan untuk memastikan bahwa data 

yang dikumpulkan benar-benar mewakili fenomena yang diteliti, sehingga hasil 

penelitian dapat dipercaya. 

 

1. Uji Kredibilitas 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan di BPSDM Provinsi 

Lampung dengan terus kembali ke lokasi penelitian hingga data yang 

diperoleh mencapai titik jenuh. Hal ini memungkinkan peneliti 

melakukan pengecekan ulang terhadap data mengenai peran digital 

leadership dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI dengan 

membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung. 

b. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara mengamati secara 

mendalam proses penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam administrasi 

pemerintahan, termasuk bagaimana pimpinan, pejabat struktural, dan 

ASN pelaksana terlibat. Peneliti juga memperkuat ketekunan dengan 

mempelajari literatur yang relevan, seperti teori digital leadership, e- 

government, dan kebijakan SPBE. 

c. Triangulasi 

Triangulasi digunakan untuk menguji konsistensi data melalui berbagai 

pendekatan. Dalam penelitian ini, triangulasi metode dilakukan dengan 

membandingkan hasil wawancara mendalam, catatan observasi, dan 

dokumen resmi seperti laporan implementasi aplikasi SRIKANDI. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa perbedaan informasi 
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dari Kepala BPSDM, pejabat bidang, sekretaris, kasubag umum, dan 

ASN pelaksana. Menurut Sugiyono (2023), triangulasi memungkinkan 

peneliti mendapatkan pandangan yang lebih utuh terhadap fenomena 

penelitian. 

d. Member Checking 

Member checking dilakukan dengan cara mengonfirmasi hasil 

interpretasi data kepada para informan. Misalnya, setelah menyusun 

kesimpulan sementara tentang peran digital leadership dalam mendorong 

penggunaan SRIKANDI, peneliti mengembalikan temuan tersebut 

kepada informan untuk memastikan kesesuaian makna dengan 

pengalaman nyata mereka. 

 

2. Uji Transferabilitas 

Transferabilitas dijaga dengan menyajikan deskripsi yang kaya dan rinci 

(thick description) mengenai konteks penelitian, mulai dari profil BPSDM 

Provinsi Lampung, pelaksanaan kebijakan SPBE, hingga pemanfaatan 

aplikasi SRIKANDI dalam administrasi sehari-hari. Dengan deskripsi ini, 

pembaca atau peneliti lain dapat menilai sejauh mana temuan penelitian ini 

relevan dan dapat diterapkan di instansi pemerintah lain. 

 

3. Uji Dependabilitas 

Dependabilitas dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh proses 

penelitian berjalan secara konsisten sesuai kaidah ilmiah. Peneliti membuat 

catatan lengkap mengenai setiap tahapan, mulai dari perencanaan, 

pengumpulan data, pengolahan, hingga analisis. Catatan ini berfungsi 

sebagai audit trail yang dapat ditelusuri ulang oleh peneliti lain untuk 

memverifikasi konsistensi hasil penelitian. 

 

4. Uji Konfirmabilitas 

Konfirmabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar- 

benar bersumber dari data lapangan. Hal ini diperkuat dengan menyajikan 

wawancara langsung dari ASN, catatan observasi penggunaan SRIKANDI, 

serta dokumen kebijakan SPBE. Selain itu, interpretasi peneliti selalu 
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dikaitkan dengan teori digital leadership (Westerman et al., 2014). 

 

Dengan menerapkan keempat uji keabsahan data tersebut, penelitian ini 

diharapkan dapat menghasilkan temuan yang kredibel, valid, dan mampu 

memberikan gambaran akurat mengenai peran digital leadership dalam 

pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di BPSDM Provinsi Lampung. 
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V. PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan digital 

dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di BPSDM Provinsi Lampung telah 

berperan, namun belum optimal. Peran tersebut terlihat dari adanya upaya pimpinan 

dalam mendorong implementasi sistem digital melalui kebijakan, arahan 

organisasi, serta pengelolaan perubahan menuju sistem berbasis aplikasi. Namun, 

peran tersebut belum sepenuhnya berhasil karena dari empat indikator digital 

leadership, hanya dua indikator yang terlaksana, sedangkan dua indikator lainnya 

belum berjalan secara optimal. 

 

Indikator yang telah berjalan adalah digital vision, yang ditunjukkan melalui 

integrasi agenda digitalisasi ke dalam Renstra serta dukungan kebijakan terhadap 

penerapan SRIKANDI, dan digital transformation management, yang tercermin 

dari pengaturan sistem kerja melalui penunjukan pengelola aplikasi, serta 

pelaksanaan pendampingan teknis. Sementara itu, indikator digital competence 

belum berjalan optimal karena keterbatasan kemampuan teknis pegawai, dan 

employee engagement juga belum optimal yang terlihat dari rendahnya keterlibatan 

serta partisipasi aktif pegawai dalam penggunaan aplikasi. Dengan demikian, 

kepemimpinan digital dapat dikatakan sudah berperan dalam mendorong 

pemanfaatan SRIKANDI, namun belum optimal karena belum didukung oleh 

kompetensi digital dan keterlibatan pegawai secara menyeluruh, sehingga 

implementasi sistem masih belum maksimal dan cenderung didominasi oleh proses 

manual. 
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Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa kepemimpinan 

digital di BPSDM Provinsi Lampung melalui pemanfaatan aplikasi SRIKANDI 

telah menunjukkan adanya implementasi e-government dalam praktik administrasi 

pemerintahan. Hal ini terlihat dari mulai terjadinya perubahan sistem kerja dari 

mekanisme manual menuju sistem administrasi berbasis elektronik, terbentuknya 

rekam jejak digital dalam setiap proses administrasi, serta adanya penguatan aspek 

akuntabilitas melalui bukti elektronik yang terdokumentasi. Perubahan tersebut 

juga didukung oleh kebijakan formal pimpinan yang mengatur penggunaan aplikasi 

SRIKANDI sebagai mekanisme resmi dalam pengelolaan persuratan, sehingga 

mendorong terciptanya tata kelola administrasi yang lebih tertib dan terstruktur. 

Meskipun demikian, efisiensi yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal karena 

sistem manual masih digunakan secara bersamaan, sehingga implementasi e-

government masih berada pada tahap transisi menuju kondisi yang lebih optimal. 

Dengan demikian, kepemimpinan digital dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI 

tidak hanya berfungsi sebagai arah kebijakan, tetapi juga telah menunjukkan peran 

nyata dalam mendorong transformasi sistem administrasi pemerintahan berbasis 

digital. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepemimpinan digital 

dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di BPSDM Provinsi Lampung sudah 

berperan namun belum optimal, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Peningkatan Digital Competence (Kompetensi Digital) Disarankan kepada 

pimpinan BPSDM Provinsi Lampung untuk meningkatkan kompetensi digital 

pegawai melalui pelatihan teknis penggunaan aplikasi SRIKANDI secara 

berkala dan merata. Selain itu, perlu dilakukan pendampingan intensif serta 

penyusunan panduan penggunaan aplikasi yang sistematis agar pegawai mampu 

mengoperasikan sistem secara mandiri. 

2. Peningkatan Employee Engagement (Keterlibatan Pegawai) Disarankan agar 

pimpinan meningkatkan keterlibatan pegawai melalui penguatan kedisiplinan 

dan konsistensi penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam aktivitas persuratan. Hal 

ini dapat dilakukan melalui pengawasan berkala, pemberian motivasi, serta 
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penerapan aturan yang mewajibkan penggunaan aplikasi dalam setiap proses 

administrasi. 

3. Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Aplikasi SRIKANDI, agar 

perubahan digital tidak terus berada pada tahap transisi, BPSDM Provinsi 

Lampung disarankan untuk menyusun dan menetapkan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) khusus penggunaan aplikasi SRIKANDI. SOP ini diharapkan 

dapat menjadi pedoman yang jelas dan seragam bagi seluruh unit kerja, 

sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem manual dan meningkatkan 

konsistensi penerapan administrasi digital. 

4. Penguatan Manajemen Perubahan dalam Transformasi Digital, pimpinan perlu 

memperkuat manajemen perubahan dengan strategi yang lebih terstruktur, 

seperti penetapan tahapan transformasi digital, pengawasan implementasi, serta 

evaluasi berkala terhadap pemanfaatan aplikasi SRIKANDI. Pendekatan ini 

penting untuk memastikan bahwa perubahan dari sistem manual ke digital 

berjalan secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan. 

5. Peningkatan Keterlibatan Pegawai dalam Budaya Kerja Digital, untuk 

mendorong keterlibatan pegawai secara lebih aktif, pimpinan disarankan untuk 

memberikan ruang partisipasi yang lebih luas dalam penggunaan aplikasi 

SRIKANDI serta mendorong kemandirian pegawai dalam proses administrasi 

digital. Pemberian kejelasan peran, kepercayaan, dan dukungan teknis 

diharapkan dapat mempercepat terbentuknya budaya kerja digital yang 

kolaboratif dan adaptif. 
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